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TENTANG

Pengembangan Pertanian Organik Di Kabupaten Jembrana

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa sistem pertanian konvensional yang ditandai

dengan pemakaian pupuk dan pestisida sintetis telah

diketahui banyak menghasilkan dampak yang merusak

seperti kerusakan lingkungan, residu pestisida dalam

bahan makanan, bahaya pada kesehatan manusia dan

peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida;

b. bahwa untuk mencegah dampak sistem pertanian

konvensional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

dilaksanakan pengembangan pertanian organik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk pelaksanaan

pengembangan pertanian organik, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pertanian

Organik di Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5068 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media

Pertumbuhan Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor

237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan

Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-

Organik;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

027/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan

Pembenah Tanah.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DAN

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN

ORGANIK DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan

unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

6. Pupuk An organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan

atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri

dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau limbah hewan yang telah

melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan

untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan bilogis

tanah.

8. Standar mutu pupuk An organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk an

organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI,

atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan

minimal pupuk An-Organik.

9. Standar Mutu Pupuk Organik adalah Komposisi dan kadar hara pupuk organik

yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI atau

yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis

Minimal.

10. Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang menghasilkan produksi

tanpa memanfaatkan bahan kimia sintetis (pupuk, pestisida, antibiotik, dan

lain-lain).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan pertanian organik adalah:

a. untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;

b. menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;

c. meningkatkan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk organik;

dan

d. meningkatkan pendapatan petani.


